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PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2017/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah  menjatuhkan putusan atas

perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual

bakso,  bertempat  kediaman di  Kabupaten Polewali  Mandar,  sebagai

Pemohon.

melawan

TERMOHON,  umur  29  tahun,  agama  Kristen  Katolik,  pendidikan  SMP,

pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,  bertempat  kediaman  di  Kabupaten

Polewali Mandar,  sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  memeriksa  alat  bukti  a  quo  di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei

2017  telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Polewali  dengan  Nomor

264/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 9 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada

hari Rabu  tanggal 6 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil

Awal  1428  H.  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  398/124/III/2011,

tertanggal 30 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota

Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa sesudah menikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah keluarga Pemohon di XXX selama kurang lebih tiga tahun, kemudian
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pindah di Mamasa di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3

tahun, kemudian terakhir pindah di XXX sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

dua orang anak yang bernama :

1. Saleha binti Sholikin;

2. Atika binti Sholikin; 

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa  pada  awal  bulan  Januari  2016  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena

Termohon  tidak  mau mengerjakan  sholat  5  waktu  dan  pada  saat  bulan

puasa,  Termohon  tidak  mau  puasa  dan  selalu  marah-marah  pada

Pemohon;

5. Bahwa  pada  bulan  September  2016  terjadi  lagi  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena

Termohon sudah kembali  pada agamanya semula (Kristen Katolik) tanpa

sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon merasa khawatir terhadap anak Pemohon dan Termohon

jika Termohon akan menarik anak Pemohon dan Termohon untuk masuk ke

agama Termohon tersebut, maka Pemohon mohon kiranya anak tersebut

diasuh oleh Pemohon;

7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang

hingga  saat  ini  sudah  berjalan  kurang  lebih  8  bulan  Termohon  tidak

menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan telah terputus

komunikasi;

8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah

tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian

merupakan jalan terbaik;

9. Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah  berusaha

mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa  apabila  Permohonan  Pemohon  dikabulkan  maka  mohon  agar

Panitera  Pengadilan  Agama  Polewali  untuk  menyampaikan  salinan

penetapan ikrar  talak  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah yang wilayahnya
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meliputi  tempat tinggal  Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat

Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk

dicatat  dalam  daftar  yang  disediakan  untuk  itu,  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama Polewali  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini

berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Polewali;

3. Menyatakan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama Saleha binti Sholikin

dan  Atika  binti  Sholikin berada  dalam  pemeliharaan  (hadhanah)  pada

Pemohon;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan

penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya

meliputi  tempat  tinggal  Pemohon  dan  Termohon  dan  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  di  tempat  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  dalam  kaitannya

dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ke  muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis  Hakim telah menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 398/124/III/2011,  tertanggal  30 Maret

2011,  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Urusan  Kota  Madya  Pare-Pare,

bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, bertempat

kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon dan di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami

istri sah;

 Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

bahagia;

 Bahwa  dari  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

 Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun  lagi  dan  bahkan  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan

September 2016 karena sering berselisih dan bertengkar;

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan

Termohon yang telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen

Katholik;

 Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi beribadah di Gereja

 Bahwa  sejak  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal

keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi;
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 Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha merukunkan namun tidak

berhasil;

2. SAKSI,  umur  18  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  bertempat

kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi  tersebut  mengaku  sebagai  teman  Pemohon  dan  di  bawah

sumpahnya memberikan  keterangan  sebagai berikut:

 Bahwa  saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami

istri;

 Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun

dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh

oleh Termohon;

 Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2016  dikarenakan  adanya

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan

Termohon yang telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen

Katholik;

 Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi beribadah di Gereja

 Bahwa  sejak  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal

keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

  Bahwa  Pemohon  mengajukan  kesimpulan,  tetap  berketetapan  hati

mentalak  Termohon  dan  mohon putusan;

Bahwa   untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis

Hakim berpendapat  bahwa proses mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
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Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim dalam persidangan telah berusaha

mendamaikan  Pemohon dengan  menasehati  Pemohon agar  kembali  rukun

membina rumah tangganya,  sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1

dan  2)  Kompilasi  Hukum  Islam,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  oleh  karena  itu

Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  Pemohon datang  menghadap  di  persidangan,

sedangkan  Termohon tidak  pernah  datang  menghadap  di  persidangan  atau

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon selama persidangan tidak pernah hadir

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir, maka Majelis Hakim

tidak  dapat  mendengar  jawaban  atau  bantahan  Termohon  terhadap

permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  oleh  karena  itu

berdasarkan Pasal  149 Rbg  perkara  ini  diperiksa  tanpa  hadirnya  Termohon

(verstek);

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti surat (kode P.) dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal  172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai

permohonan  Pemohon,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Pemohon,  oleh karena itu keterangan saksi  tersebut  telah memenuhi  syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  Pemohon  dihubungkan

dengan  bukti  P.  dan  saksi-saksi  Pemohon  terbukti  fakta  kejadian  sebagai

berikut: 

- Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami  isteri

sah;

- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia

serta telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh

oleh Termohon;

- Bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak rukun dan bahkan telah berpisah tempat tinggal  dikarenakan

adanya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon yang

telah  kembali  ke  agamanya  semula  yaitu  Kristen  Katholik   tanpa

sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  diuapayakan  untuk  rukun  kembali,

namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar  telah pecah

(Broken Mariage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

- Bahwa  Pemohon  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia

belaka,  dan  apabila  dipaksakan  atau  dibiarkan  akan  menimbulkan

mudharat bagi  Pemohon  dan Termohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut  telah merusak kerukunan

rumah tangga  Pemohon  dan Termohon  sehingga tidak lagi sesuai dengan

tujuan perkawinan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

menunjukkan  suatu  keadaan  atau  kondisi  yang  tidak  harmonis  lagi  dalam

kehidupan  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon,  keadaan  dan  kondisi

tersebut telah tergambar dari adanya perpisahan selama 8 (delapan) bulan dan

beralih atau berpindahnya Termohon ke suatu agama yang dianutnya, sehingga

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  berakhir  dengan  pisahnya

tempat  tinggal  atau  tidak  berkumpulnya  suami  istri  dalam  satu  kediaman

bersama;

Menimbang,  bahwa  di  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  dan  (h)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)  dan  (h)  Kompilasi

Hukum  Islam  dijelaskan:  "antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga  dan  Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga"; 

Menimbang,  bahwa fakta yang terjadi  dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon telah menunjukkan adanya ketidakrukunan dengan terjadinya

pisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  September  2016,  hal  tersebut  disebabkan

karena  masalah  perginya  Termohon  meninggalkan  Pemohon  dan  memilih

kembali  ke  agamanya  semula,  akhirnya  sejak  saat  itu  terjadi  pisah  tempat

tinggal  serta  sudah  tidak  saling  memperdulikan  lagi,  sehingga  membuat

Pemohon sakit  hati  dan mengakibatkan disharmonisasi  atau  ketidakrukunan

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
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Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  ditegaskan  "Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang

Maha Esa"; 

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki  oleh pasal  tersebut adalah

suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat

yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal

tersebut  menunjukkan  pula  bahwa  pembentukan  kebahagiaan  suami  istri

sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin; 

Menimbang,  bahwa fakta yang terjadi  dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman

yang  berakhir  dengan  berpisahnya  tempat  kediaman  antara  Pemohon  dan

Termohon yang sampai sekarang sejak bulan September 2016 dan keduanya

sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta

keduanya tidak seiman dan tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi

dipandang  sebagai  perwujudan  dari  rumah  tangga  yang  tidak  harmonis,

sehingga dengan demikian  keadaan ini  telah  menunjukkan keutuhan rumah

tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak

lagi  memiliki  unsur-unsur  yang saling  tergantung antara  satu  sama lainnya,

sehingga Pemohon sebagai  suami  tidak lagi  merasa memiliki  isterinya yaitu

Termohon  begitu  juga sebaliknya,  inilah  yang  disebut  pecahnya  perkawinan

(broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  adanya  usaha  keluarga  Pemohon yang  ingin

merukunkan  Pemohon dengan  Termohon serta  upaya  Majelis  Hakim  pada

setiap  kesempatan  persidangan  menasihati  Pemohon agar  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  bersama  dengan  Termohon,

namun  Pemohon tetap  bertekad  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  maka

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  unsur  tidak  ada  harapan  bagi  suami  istri

(Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dinilai telah terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

adalah  “mitsaqan  gholidzan”  perjanjian  yang  kuat  dan  suci,  yang  untuk

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika

pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini

berarti  hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  dan (h)  Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan

tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang

dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf  (f  dan h)  Inpres  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an

surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

يعٌْ اللهَ فَإإنّ الطلّقََ عَزَمُوا وَإإنْ  عَلإيمٌْ سَمإ
Artinya:  “Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

 Kitab Fiqhi Sunnah juz II halaman 379 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة

كلمنهما بالأخر لن الردة أي واحد منهما

موجبة للفراقة بينهما

Artinya  :”  Apabila  suami  atau  isteri  murtad,  putuslah  ikatan  keduanya  satu

sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memestikan

perceraian antara keduanya”.

Menimbang,  bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria  yang

terjadi  dalam rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon serta  keduanya  tidak
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dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses

negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas

kemanfaatan  yang  diperoleh  apabila  Pemohon dan  Termohon tetap

dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan

bahwa  adalah  lebih  layak  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon tersebut

dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Pemohon telah  berhasil

membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  mengenai  murtadnya  Termohon dan

karenanya  terdapat  cukup  alasan  hukum  untuk  mengabulkan  permohonan

Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj’i  terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang,  bahwa  selain  masalah  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga

masalah perebutan hak asuh anak yang bernama  Saleha binti  Sholikin  dan

Atika binti Sholikin,  yang hak pengasuhannya dikuasai oleh Termohon;

 Menimbang,  bahwa  walaupun  antara  Pemohon  dan  Termohon  yang

nantinya telah bercerai, namun melihat dari hasil pernikahan antara Pemohon

dan Termohon telah menghasilkan dua orang anak yang mana anak tersebut

masih  di  bawah  umur  yaitu  belum  mencukupi  umur  12  tahun  atau  belum

mumayyiz,  dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam, bahwa dalam hal  terjadi  perceraian,   pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz  atau  belum  berusia  12   tahun  adalah  hak  ibunya,  sedangkan

pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI ini terdapat

pengecualian,  yaitu  apabila  terbukti  bahwa  ibu  telah  murtad  dan  memeluk

agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak

tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor

210/K/AG/1996,  yang mengandung abtraksi hukum bahwa agama merupakan
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syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan

dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 : 

والقامة         والمانة والعفة والدين والحرية العقل سبع الحضانة وشرائط

الم              فى السبعة أي منها شرط احتل فإن زوج من والخلو المميز بلد فى

حضنتها          سقطت

Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka,  beragama

Islam,  menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di

tempat yang dipilih  dan belum menikah dengan laki-laki  lain.  Jika

tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah

hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa

kuasa  asuh  adalah  kekuasaan  orang  tua  untuk  mengasuh,  mendidik,

memelihara,  membina, melindungi,  dan menumbuhkembangkan anak sesuai

dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  149  RBg  maka  permohonan

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan adapun permohonan Pemohon

mengenai hak asuh untuk kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam

asuhan (hadhanah) Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  84  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun 1989  Jo. Pasal 35  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun

1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk

mengirim  satu  helai  salinan  penetapan  ikrar  talak  yang  telah  berkekuatan

hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ; 

 Menimbang,   bahwa   perkara   ini   termasuk    dalam   bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang -
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Undang   Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; 

           Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi  izin  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Polewali;

4.  Menetapkan anak bernama  Saleha binti  Sholikin  dan  Atika  binti  Sholikin

berada di bawah hadhanah Pemohon (PEMOHON);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan

salinan  penetapan  ikrar  talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang

mewilayahi  tempat  kediaman  Pemohon  dan  Termohon,  dan  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi

Selatan yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan   Pemohon   untuk   membayar   biaya   perkara  sejumlah

Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu  rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada hari  Selasa tanggal  30 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan

dengan  tanggal   4 Ramadhan 1438  Hijriyah,  oleh  Rajiman, S.H.I.,  sebagai

Ketua  Majelis,  Nirwana, S.H.I.  dan  Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 264/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada  hari  itu  juga  dengan  dibantu  Dra.  Hj.  Hasnawiyah sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon  tanpa hadirnya  Termohon;       

               Hakim Anggota,      Ketua Majelis,

               Nirwana, S.H.I.                                            Rajiman, S.H.I.

               Samsidar, S.H.I.      Panitera Pengganti,

                                                                                   Dra. Hj. Hasnawiyah
Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 210.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai              : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).
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